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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman dan praktik 

masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan 

perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama Panyabungan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan 

Barat terhadap keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama 

Panyabungan masih belum sepenuhnya sama. Sebagian masyarakat 

telah memahami bahwa perceraian harus dilakukan melalui 

Pengadilan Agama agar memperoleh kepastian hukum dan dapat 

menjamin hak-hak setelah perceraian, terutama hak anak, nafkah, 

dan harta. Namun, sebagian masyarakat masih menganggap 

perceraian dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau secara 

agama tanpa melalui pengadilan. Praktik tersebut belum sesuai 

dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang 

mengatur bahwa perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan 

Agama. 

2. Keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan 

ditinjau dari perspektif Maqasid al-Syariah pada dasarnya 

bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. 

Proses pengadilan memberikan kepastian mengenai status 

perceraian serta perlindungan terhadap hak suami, istri dan anak. 

Hal tersebut sejalan dengan prinsip al-umuru bi maqasidiha, al-

dhararu yuzal, dan dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-

masalih, serta mendukung tujuan hifz al-nafs, hifz al-nasl, dan hifz 

al-mal. Dengan demikian, keharusan perceraian melalui 

Pengadilan Agama tidak hanya merupakan ketentuan formal, tetapi 
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juga merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan 

mengurangi kemudaratan bagi para pihak setelah perceraian. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan kepada 

masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat agar meningkatkan 

pemahaman mengenai ketentuan perceraian dan menyelesaikan 

perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku, sehingga status perceraian serta hak 

suami, istri dan anak dapat memperoleh kepastian hukum. Kepada 

Pengadilan Agama Panyabungan dan tokoh agama diharapkan dapat 

meningkatkan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada 

masyarakat mengenai pentingnya perceraian dilakukan melalui 

pengadilan agar dapat mencegah terjadinya permasalahan hukum dan 

kerugian bagi para pihak di kemudian hari. 
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